
BUPATI TULANG BAWANG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR: ^TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tèntang Pajak dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 98 ayat (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
sudah kedaluwarsa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2004 Pemerintah
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011
Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH
KEDALUWARSA
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan dan/atau

retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak,adalah Kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya

kemakmuran rakyat.

7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga

dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP

pengganti.
8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang.

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan

tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam

masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalamBagian Tahun Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
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14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
20. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
KEDALUWARSA

Pasal 2
(1) Hak untuk penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5

(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak

langsung.
(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
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(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 3

(1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau

sudah kedaluwarsa.
(2) Penghapusan Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendapatan.

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat :

a. Nama dan alamat wajib pajak;

b. Jumlah piutang pajak;

c. Tahun pajak;

d. Alasan penghapusan piutang pajak.

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. SPPT;

b. SKPD;

c. STPD;

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

(5) Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak

Bumi dan Bangunan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan

karena :
a. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau

meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai

ahli waris tidak dapat ditemukan;

b. wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan

lagi

c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau

d. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain; seperti wajib pajak

yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar

penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan

keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan

lain sebagainya.
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(6) Piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan pajak Bumi
dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan
karena :
a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang

saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan
pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;

b. wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian

Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan
negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan
menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;

d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 4
(1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat

atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib
dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas
Pendapatan yang hasilnya dibuat uraian penelitian.

(2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim peneliti yang keanggotaannya ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

(3) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan
keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk
menentukan besamya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan
untuk dihapus.

Pasal 5
Piutang pajak dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah
adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6
(1) Dinas Pendapatan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak

berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
(2) Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang

pajak yang telah diteliti kepada Bupati.
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Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasa! 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORD1NASI

/ 1 VRA
/gÏMIR MIRHADI
Pembina Utama Muda

Nip. 19620511 198103 1 002

1 WIL BUPATI
2 SEKDAKAB
3 ASISTEN I
4 ASISTEN H
5 ASISTEN m
6l ASiiTEN IV

Diundangkan jdil : Menggala
3 2014

sekrètAris daerah,

Pada tanggal/ :

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : Sepkrttec2014

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR :
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL: % SCf4qMter 2014

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan,

Dinas Pendapatan dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang atas tunggakan PBB yang

sudah daluwarsa dan atau oleh sebab lain.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

C. Pihak Terkait

1. Bupati
2. Kepala Dinas Pendapatan

3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah

4. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak

5. Pelaksana
6. Wajib pajak

D. Dokumen/formulir yang digunakan:

1. Surat Pengantar usulan penghapusan piutang PBB

2. Formulir penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan

a. Daftar rekapitulasi piutang pajak yang dihapuskan

b. Daftar usulan penghapusan piutang pajak tidak berlogo dalam rangkap (1)

c. Daftar usulan penghapusan piutang pajak berlogo rangkap (2)

E. Dokumen yang dihasilkan:
Konsep Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang PBB dan Lampirannya.

F. Prosedur kerja:

1. Kepala Dinas Pendapatan menugaskan Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran Pendapatan

Daerah untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa.

2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah dan bersama Tim peneliti

penghapusan melakukan penelitian setempat dan/atau administratif.

3. Berdasarkan uraian hasil tim peneliti Penghapusan Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran

Pendapatan Daerah Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak untuk menyiapkan

konsep Keputusan daftar usulan piutang yang sudah kedaluarsa.

4. Kepada Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak menyiapkan usulan konsep

keputusan usulan piutang yang sudah kedaluwarsa dan tidak dapat tertagih.
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5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah meneliti daftar usulan
penghapusan piutang dan konsep Keputusan Penghapusan Piutang serta mengajukan kepada
Kepala Dinas Pendapatan.

6. Kepala Dinas Pendapatan meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat
Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati.

7• Bupati menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan surat Keputusan
Penghapusan Piutang dan mengembalikan ke Dinas Pendapatan.

8. Pelaksana Bidang Perencanaan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah menatausahakan dan
memutakhirkan data.

9. Proses selesai.
Jangka vvaktu penyelesaian :

Sampai dengan pengajuan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan
Piutang : Paling Lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.

PELAKSANA BIDANG
PENDAPATAN

KEPALA SEKSI

PENDATAAN DAN

PENDAFTARAN

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN DAN

PENDAFTARAN

PENDAPATAN
DAERAH

KEPALA DINAS

PENDAPATAN
BUPATI

Mi
s

ilai

Perintah membuat
usulan
penghapusan
piutang kadaluarsa

Menyiapkan dan
membuat konsep
SK daftar usulan
piutang yang
kadaluarsa

Perintah daftar
usulan piutang
yang kadaluarsa

—
Diteliti dan
diusulkan

Diteliti kembali Menyetujui dan
menandatangani

Menatausahakan
dan
memutakhirkan
data

Selesai

[ PARAF K00RD1NASI
1
2
3
4
5
6
7
8

WAKiL BUPATI
SEKDAKAB-
ASISTEN I
ASISÏEM II
ASiSTEN HI

CN IV

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK
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